
Menimbang 

Mengingat 

PERA TURAN DAERAH KABUP ATEN TASIKMALA YA 
NOMOR : 11 TAillJN 2011 

T E N T AN G 

PERTANGGUNGJA WABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAP AT AN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALA YA 
T AillJN ANGGARAN 2010 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPA TI TASIKMALA Y A 

: a. bahwa berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD setelah 
berakhimya Tahun Anggaran. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3854), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 



· i , 

5. Tabun 2001 tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 31 Tabun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2001 Nomor 134, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendabaraan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2004 Nomor 53, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389) ; 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2004 Nomor 104, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 TabUll 2004 tentang Pemerintahan Daerab 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubaban Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerab dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tabun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2010 Nomor 31) ; 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keududukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lemabaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tabun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik NegaraiDaerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2006 Nomor 20, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telab diubab dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tabun 2008 tentang Peraturan Atas Peraturan 
Pemerintab Nomor 6 Tabun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
NegaraIDaerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 
Nomor 78, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
Nomor 4855); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan KineIja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 25, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tabun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerab kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerab kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerab, dan Infonnasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerab kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2007 Nomor 19, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693) 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerab 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang NegaraIDaerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tabun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 
Nomor 89, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741) ; 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tabun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 20, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4816) ; 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tabun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2009 Nomor 18, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972) ; 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tabun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerab tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104) ; 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 25, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 
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38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tabun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerab dan 
Retribusi Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 
Nomor 119, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161) ; 

39. Peraturan Presiden Nomor 54 Tabun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah ; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab sebagaimana telab beberapa 
kali diubab, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tabun 2011 tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerab ; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tabun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerab dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerab tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab ; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tabun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerab, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Dana Operasional ; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tabun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tabun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, 
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik ; 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tabun 2009 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab 
Tabun Anggaran 2010 ; 

47. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tabun 2005 
tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerab 
Kabupaten Tasikmalaya ; 

48. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tabun 2007 
tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat ; 

49. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tabun 2007 
tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya pada PD BPR Kabupaten Tasikmalaya ; 

50. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tabun 2007 
tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya pada PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya; 

51. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tabun 2007 
tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya pada PDUP Kabupaten Tasikmalaya ; 

52. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tabun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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53. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tabun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ; 

54. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tabun 2008 
tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat 
DPRD Kabupaten Tasikmalaya ; 

55. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tabun 2008 
tentang Dinas Daerab Kabupaten Tasikmalaya; 

56. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tabun 2008 
tentang Lembaga Teknis Daerab Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya ; 

57. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tabun 2008 
tentang Inspektorat Kabupaten T asikmalaya ; 

58. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tabun 2008 
tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya; 

59. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19 Tabun 2008 
tentang Dana Cadangan untuk Pembangunan Gedung Sekretariat 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rumah Dinas Bupati 
Berikut Pendopo pada Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Tasikmalaya. 

60. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tabun 2010 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten 
Tasikmalaya Tabun Anggaran 2010; 

61. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tabun 2010 
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 
9 Tabun 2008 tentang Pembentukan Dana Abadi Bantuan 
SosiallKemanusiaan Pemerintab Kabupaten Tasikmalaya. 

62. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tabun 2010 
tentang Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab 
Kabupaten Tasikmalaya Tabun Anggaran 2010. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
DAN 

Menetapkan 

BUPATI TASIKMALA Y A 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATENTASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN201O. 

Pasall 
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tabun Anggaran 2010 

berupa Laporan Keuangan memuat : 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas dan 
d. Catatan Atas Laporan Keuangan. 
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(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan 
ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik DaerahlPerusahaan Daerah 

Pasal2 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf a sebagai berikut: 

a Pendapatan Rp 1.309.528.239.959,00 

b Belanja Rp 1.362.716.080.298,00 

(Defisit) Rp (53.187.840.339,OO) 

c Pembiayaan 

-Penerimaan Rp 165.893.046.295,00 

-Pengeluaran Rp 2.008.589.200,00 

Surplus Rp 163.884.457.095,00 

Rp. 110.696.616.756,00 

Pasal3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : 

a. Selisih kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (32.561.743.311,74) dengan 
rincian sebagai berikut : 

1 Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.342.089.983.270,74 

2 Realisasi Rp 1.309.528.239.959,00 

Selisih lebih / (kurang) Rp (32.561.743.311,74) 

b. Selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (112.734.813.723,74) dengan 
rincian sebagai berikut : 

1 Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.475.450.894.021,74 

2 Realisasi Rp 1.362.716.080.298,00 

Selisih lebih / (kurang) Rp (112.734.813.723,74) 

c. Selisih Iebih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 80.173.070.412,00 dengan 
rincian sebagai berikut : 

Defisit Setelah Perubahan ................. . Rp (133.360.910.751 ,00) 

2 Realisasi Defisit .... ........ ...... ......... .. Rp (53.187.840.339,00) 

Selisih lebih / (kurang) .. ............ ...... . Rp 80.173.070.412,00 
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d. Selisih lebih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 30.523.546.344,00 
dengan rincian sebagai berikut : 

1 Anggaran Penerimaan Pembiayaan 

Setelah Perubahan ... . ..... . .. .. ... . ..... . Rp 135.369.499.951 ,00 

2 Realisasi...... ............... . .. ... ... ... .. . Rp 165.893.046.295,00 

Selisih lebih / (kurang).......... .. . ... . .. . . Rp 30.523.546.344,00 

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. NIHIL dengan rincian 
sebagai berikut : 

1 Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 

Setelah Perubahan .. ..... ... .......... . 

2 Realisasi ....... . ............... . 

Rp 2.008.589.200,00 

Rp 2.008.589.200,00 

Selisih lebih / (kurang)............... Rp 

f. Selisih lebih anggaran dengan Pembiayaan Neto sejumlah Rp. 30.523.546.344,00 dengan rincian 
sebagai berikut : 

1 Anggaran Pembiayaan Neto 

Setelah Perubahan .... ........ ..... ...... . 

2 Realisasi . ....................... .. . 

Selisih lebih / (kurang) .. . ..... ... . 

Rp 133.360.910.751,00 

Rp 163.884.457.095,00 

Rp 30.523.546.344,00 

Pasal4 

Neraca Per 31 Desember 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hurnf b sebagai berikut : 

a Jumlah Aset ........... . .... .. ... ....... ... . Rp. 2.258.733.048.487,90 

b Jumlah Kewajiban . ..... .. ...... . .... . ..... Rp. 15.724.772.402,00 

c Jumlah Ekuitas Dana ..... . .. ..... . .. . . . .... .. Rp. 2.243.008.276.085,90 

Pasal5 

Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hurnf c 
sebagai berikut : 

a Saldo Kas Awal per 1 Januari 2010 Rp. 135.369.499.951,00 

b Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 132.135.249.931 ,00 

c Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non- Rp (185.323.090.270,00) 
Keuangan 
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d Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp 28.514.957.144,00 

e Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember T ahun 2010 Rp. 110.696.616.756,00 

Pasal6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2010 memuat 
informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari : 

a. Lampiran I 

Lampiran 1.1 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

Lampiran 1.5 

Lampiran 1.6 

Lampiran 1.7. 

Lampiran 1.8 

Lampiran 1.9 

Lampiran 1.10 

Lampiran 1.11 

b. Lampiran II 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

Laporan realisasi anggaran 

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah 

dan organisasi 

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program dan kegiatan; 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan 

dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam 

kerangka pengelolaan keuangan negara; 

Daftar piutang daerah; 

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; 

Daftar kegiatan-kagiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya. 

Daftar dana cadangan daerah, dan 

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; 

Laporan arus kas 

Neraca 

Catatan atas laporan keuangan 

Pasal 8 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 2) terdiri dari : 

a. Laporan kineIja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini; 

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerahlperusahaan daerah tercantum dalam lampiran 

VI peraturan daerah ini. 
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Pasa19 

Bupati menetapkan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
sebagai rincian lebih lanjut dari peraturan daerah kabupaten tasikmalaya tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2010. 

Pasall0 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang gal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah In! dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Ditetapkan 
pada tanggal 

: di Tasikrnalaya 
: 22 Agu"' tus 2011 

Diundangkan di Tasikrnalaya 
pada tanggal 22 Agustus 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
TASIKMALA YA 

NIP. 19611217198305 1 001 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALA Y A 
TAHUN 2011 - NOMOR: 11 
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